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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN 
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ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6C ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 
1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 
1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 201 7 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 
2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara 
serta Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang 
Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan 
Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan 
Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 5 
Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No. 5494), PP 25 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 37, TLN No. 
3200) sebagaimana telah diubah dengan PP 20 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 55, TLN No. 5407), 
PP 26 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 38), PP 68 Tahun 1991 (LN Tahun 1981 No. 88), PP 102 Tahun 
2015 (LN Tahun 2015 No. 324, TLN No. 5792) sebagaimana telah diubah dengan PP 54 Tahun 2020 
(LN Tahun 2020 No. 223, TLN No. 6559), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu 
RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Dalam rangka menyelenggarakan program THT, JKK, dan JKM, Pengelola Program mengelola iuran 
program THT, JKK, dan JKM. Iuran program tersebut dan hasil pengembangan iuran program 
merupakan pendapatan Pengelola Program. Pengelolaan iuran harus dilakukan secara terpisah untuk 
masing-masing program. Pengelolaan iuran harus dilakukan secara optimal dengan 
mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang 
memadai. Pengelola Program setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas. Tingkat solvabilitas 
adalah selisih antara jumlah Kekayaan Yang Diperkenankan dan kewajiban. Tingkat solvabilitas paling 
sedikit sebesar 2% (dua persen) dari jumlah kewajiban manfaat polis masa depan dan utang klaim 
program THT ditambah cadangan teknis program JKK dan JKM. Jenis Kekayaan Yang Diperkenankan 
terdiri atas kekayaan dalam bentuk investasi dan bukan investasi. Kekayaan Yang Diperkenankan 
dalam bentuk investasi ditambah dengan piutang iuran atas kewajiban masa lalu (past service liability) 
yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan, paling sedikit sebesar jumlah kewajiban manfaat polis 



masa depan dan utang klaim program THT ditambah cadangan teknis program JKK dan JKM. 
Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi harus dilakukan dalam jenis kas dan 
bank; piutang iuran program THT, JKK, dan JKM; piutang iuran atas kewajiban masa lalu (past service 
liability) program THT; piutang investasi yang umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak 
tanggal transaksi divestasi; piutang hasil investasi yang umurnya tidak lebih dari 6 (enam) bulan 
dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Pengelola Program; piutang atas pinjaman polis, 
yang jumlahnya paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal sendiri (ekuitas) periode 
berjalan; dan/atau tanah, bangunan atau bangunan dengan hak strata (strata title), dan tanah 
dengan bangunan yang dipakai sendiri, yang jumlah seluruhnya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) 
dari modal sendiri (ekuitas) periode berjalan. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 241/PMK.02/2016 sebagaimana telah 
diubah dengan Permenkeu RI 206/PMK.02/2017 dan Permenkeu RI 248/PMK.02/2016 sebagaimana 
telah diubah dengan Permenkeu RI 227/PMK.02/2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2021 dan diundangkan pada tanggal 14 Juni 
2021. 

  - Lampiran: halaman 27-96. 

 


